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a. Komite Manajemen Risiko;
b. UPR;
c. Unit Kepatuhan Internal; dan

d. Inspektorat.

Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari:

a. Komite Eksekutif;
b. Komite Pelaksana; dan

c. Sekretariat Komite.

UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari:

a. Pemilik Risiko;
b. Koordinator Risiko; dan

c. Manajer Risiko.

Tugas struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
b. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan

c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas
penerapan Manajemen Risiko.

Pembentukan dan rincian tugas struktur Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Budaya Sadar Risiko
Pasal 7

Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b, harus dikembangkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh
jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Budaya sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan
pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi,
berupa:



a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko
dalam setiap pengambilan keputusan;

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran
organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;

& penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola
Risiko dengan baik; dan

d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses
organisasi.

Bagian Keempat
Proses Manajemen Risiko
Pasal 8

Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai
berikut:

a. komunikasi dan konsultasi;
b. penetapan konteks;

C. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko,
analisis Risiko dan evaluasi Risiko;

d. penanganan Risiko; dan

€. pemantauan dan reviu.

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.

Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus
berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama
1 (satu) tahun. ’

Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Piagam
Manajemen Risiko.

Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh pemilik Risiko paling lambat
tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.












